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	Abstract

	
	
	This study aims to explain in depth about the practice of zakat on weaving crafts, along with an overview in Islamic law. The consideration is that the weaving craft can be classified as the object of zakat, because from this weaving craft there is a potential for wealth to develop through professions related to handicrafts. Therefore, this study was conducted using qualitative methods with a normative approach. This type of study includes two fields of study, namely literature review and field study. The results of this study can be explained that in the implementation of zakat, the weaving craft is not appropriate, due to an error in calculating the zakat nisab which results in the amount of zakat issued not in accordance with Islamic law. 
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	Abstrak

	
	
	Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang praktik zakat atas kerajinan tenun, berikut tinjauannya dalam hukum Islam. Pertimbangannya adalah kerajinan tenun tersebut dapat digolongkan dalam objek zakat, karena dari kerajinan tenun tersebut ada potensi harta yang berkembang melalui profesi terkait kerajinan tangan. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Jenis kajian ini meliputi dua bidang kajian yaitu kajian pustaka dan kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat kerajinan tenun tersebut kurang tepat, dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan nisab zakat sehingga berakibat jumlah zakat yang dikeluarkan pun tidak sesuai dengan hukum Islam.


Pendahuluan
Ketetapan-ketetapan hukum dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok (dharuri), kebutuhan pelengkap (hajiyat), dan kebutuhan penyempurna (tahsiniyat). Sebuah keniscayaan bahwa hukum Islam sangat dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut, karena menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan kehidupan manusia. (Alī Yafie, 2004:233). 

Zakat dalam eksistensinya sebagai ibadah berdimensi sosial, dimaksudkan sebagai landasan bagi sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Integrasi aspek ibadah dan aspek sosial dalam zakat memberikan pengertian betapa pentingnya peranan keyakinan keimanan seseorang dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Demikianlah seharusnya fungsi disyariatkannya zakat.

 Dalam kelanjutannya, peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya ‘Amilīn dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat. Zakat memang bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh Islam, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, melainkan harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya, karena zakat merupakan sentral dari sistem tersebut (Mubyarto, 2008:43). Hal itu merujuk pada UU RI No.36 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu (Muchsin, 2003:221).

Zakat mendapatkan perhatian khusus oleh MUI, dalam sidang Komisi Fatwa MUI, menetapkan fatwa terkait zakat, yaitu: intensifikasi pelaksanaan zakat; distribusi dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan; pemberian zakat untuk beasiswa; zakat penghasilan; penggunaan dana zakat untuk istismar (investasi); amil zakat; hukum zakat atas harta haram; penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat; dan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan (Amin, dkk, 2015: xviii).

Sayid Sabiq (2000:5) menjelaskan ada lima kategori harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, perdagangan, barang temuan (harta karun), pertanian dan peternakan. Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat ta’abbudī. Harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuk kategori hukum Islam yang bersifat ta΄aqquliy atau Fiqh yang bersumber ijtihad. 

Terkait dengan zakat kerajinan tenun di Desa Troso bahwa sebagian kecil dari para pengrajin yang mengeluarkan zakat Mal, karena banyak dari mereka yang hartanya belum mencapai nisab dan ada pula yang salah dalam menentukan ukuran nisab zakat atas kerajinan tenun tersebut. Beberapa paparan diatas menjadi pertimbangan penulis melakukan kajian secara mendalam atas praktik zakat tersebut, untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat tersebut, berikut tinjauannya dalam hukum Islam.
Landasan Teori
Zakat merupakan bentuk kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Al-Bajuri, tth: 270).  Karenanya zaka, berarti tumbuh dan berkembang bila dikaitkan dengan sesuatu, juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Adapun secara istilah adalah nama untuk harta tertentu, yang di ambil dari harta tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu (Al-Bajuri, tth: 270).
Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena bisa membuat harta orang yang membayarnya bertambah dan melimpah isinya, menjaganya dari berbagai musibah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Syarat tersebut adalah Islam, Merdeka, milik sampurna, nisab, dan haul. (Al-Bajuri, tth: 274).  Mazhab Syafi’i kata zakat adalah nama harta yang diambil secara khusus dengan cara yang khusus dan disalurka kepada kelompok khusus pula. (Muhammad Bin Qosim, tth: 22). 
Melihat kepada defenisi yang telah dikemukakan diatas walaupun redaksi yang berbeda tetapi ia tetap mempunyai tujuan yang sama. Jadi yang dimaksud zakat adalah mensucikan, tumbuh karena harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat membersihkan hartanya dari orang lain disamping ia dapat mensucikan hartanya dan sekaligus bisa membantu orang lain. 

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Quran (Nuruddin, 2008: 7).
Dalam al-Quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqoh dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan (Mughniyah, 2013:180). Dalam surat at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa zakat dan sedekah membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada manusia (Suma, 2007:105).
Kemudian dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Zakat; Pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat (Sari, 2009:17).
Harta benda tidak dikeluarkan zakatnya kecuali telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dikategorikan dalam dua macam syarat yaitu pertama syarat yang berkaitan dengan muzakki. Kedua, syarat yang terkait dengan harta yang dizakati. Syarat yang terkait dengan muzakki, yaitu 1) beragama Islam. 2) baligh dan berakal. 3) mencapai nisbah dengan kepemilikan sepenuhnya atas objek zakat. Adapun yang terkait dengan harta sebagai objek zakat, yaitu 1) Kepemilikan sempurna. 2) Berkembang. 3) Mencapai satu nisab. 4) Melebihi kebutuhan pokok. 5) Terbebas dari hutang. 6) Terhitung mencapai satu tahun (haul). 

Terkait dengan zakat dalam kajian ini, hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan yaitu yang pertama barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang kongkret, seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan. (Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2014:135). Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat yaitu harta dagangan itu mencapai nisab, mencapai waktu satu tahun, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara kongkret, dan harta benda yang ada pantas untuk diperjualbelikan (Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2014:135). 

Adapun dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban zakat harta perdagangan adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267, dinyatakan bahwa, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Disamping itu, alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa barang dangan itu dimaksudkan untuk pengembangan sama halnya dengan ternak yang digembalakan, dan oleh karena itu dikenakan zakatnya.

Adapun zakat perindustrian sering dikiaskan dengan zakat perdagangan. Hal ini karena kegiatan Industri pada dasarnya berlandaskan modal tetap dan lancar, sedangkan praktiknya seperti kegiatan perdagangan. Zakat perindustrian tidaklah sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan yang sepenuhnya merupakan hasil dari modal tetap. Adapun alat-alat industri dan modal-modal tetap lainnya, seperti bangunan, perkakas, dan lain-lain yang dipakai dalam operasional untuk memproduksi setiap tahunnya membebankan pembiayaan konsumtif sehingga tidak wajib dizakati. (Ismail Sahhati, 2007:190).  Selain itu harta dan modal tetap, baik pada kegiatan industri maupun kegiatan perdagangan, seperti alat-alat, tanah, bangunan dan mesin-mesin tidaklah diwajibkan zakat pada nilainya sebagai modal. 

Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang ada kalanya berupa uang dan ada kalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, atau senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. (Zuhaily, 2005:166).

Gambaran Umum Industri Tenun Ikat di Desa Troso 

Tenun ikat troso merupakan suatu industri kreatif yang mencerminkan kemandirian masyarakat. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu (http://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kreatif. Diakses jam 14.25/23/07/2018 ). 
Di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara tradisi industri kreatif seperti menenun sudah ada sejak tahun 1935. Dengan kata lain industri tenun ikat ini sudah ada selama 81 tahun. Industri tenun ikat ini memberi dampak menguntungkan bagi rumah tangga serta mendorong kegiatan perdagangan meskipun dalam skala lokal dan kecil. Kegiatan kerajinan pada masa itu di Karesidenan Jepara belum diimbangi dengan upah yang baik sehingga upah yang diterima pekerja masih rendah.
Pada awalnya, aktivitas kerajinan tenun ikat di Desa Troso merupakan mata pencaharian sampingan penduduk. Kegiatan kerajinan masyarakat Desa Troso hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun pada tahun 1960 sampai sekarang aktivitas tenun ikat troso menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat, meskipun masih ada yang menjadikan aktivitas ini sebagai pekerjaan sampingan. Produk yang dihasilkan pada tahun 1960 berupa mori, lurik, dan sarung ikat. Pembuatan tenun pada masa itu masih menghasilkan produk “kantet” yaitu tenun ikat yang memakai sambungan tengah pada kain. Para pengusaha membuat tenun ikat dengan motif “lompong”. Bahan baku yang digunakan pada saat itu adalah benang rayon.
Dari sisi teknologi menenun, dari waktu ke waktu teknologi yang digunakan mengalami perkembangan. Pada tahun 1935 alat untuk membuat tenun ikat ini masih sederhana berupa alat tenun gedog yang merupakan warisan turun temurun kemudian sekitar tahun 1943 mulai berkembang alat tenun pancal dan kemudian pada tahun 1956 beralih menjadi alat tenun bukan mesin (ATBM) sampai sekarang. Sejak akhir tahun 1956 sampai tahun 2018 alat tenun yang digunakan didominasi oleh alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun semi mesin dan alat tenun mesin. Tetapi alat tenun mesin jarang bahkan tidak pernah digunakan karena hanya bisa digunakan untuk membuat kain polos saja.
Metode Penelitian 

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun jenis kajian ini termasuk dalam kajian lapangan terkait dengan pelaksanaan zakat kerajinan tenun, dan juga tergolong kajian pustaka terkait dengan tinjauan pelaksanaan zakat tersebut dalam hukum Islam.

Kajian ini dilakukan dengan merujuk pada sumber data primer yaitu pelaku zakat kerajinan tenun dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Dan juga pada referensi hukum Islam yang tersedia dalam empat mazhab dengan teknik dokumentasi.

Data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan metode deduktif dimana penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Disamping itu juga menggunakan analisis deskriptif yang dimaksudkan sebagai upaya penulis untuk dapat menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

Hasil Dan Pembahasan
Mengelola zakat dewasa ini telah menjadi suatu fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hampir kebanyakan yayasan Islam selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk mendirikan divisi pengelolaan zakat. Begitu juga dengan masjid dan musholla serta majlis taklim, mereka juga mempunyai divisi untuk pengelolaan zakat. Selain masjid, mushola, dan majlis taklim banyak lembaga yang baru mengajukan permohonan izin untuk mendirikan lembaga amil zakat. Fenomena seperti itu secara umum bisa kita nilai positif walaupun tetap harus mendapat perhatian dan pantauan dari para ulama dan kaum intelektual muslim kita, khususnya lagi dari pemerintah. Perhatian wajib diberikan untuk pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan syariat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tentunya tidak disalah gunakan.

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, saranasarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, maka ia wajib menunaikan zakat. 

Ada dua syarat dalam mengeluarkan zakat. Di antaranya: adanya haul (masa setahun) dan adanya nisab (jumlah minimal zakat yang wajib dikeluarkan). Syarat di atas menjelaskan bahwasanya jika umur perdagangan atau perniagaan seseorang dalam satu tahun maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Misalnya, jika seseorang membuka usaha pada awal Muharram maka zakat dikeluarkan pada akhir Dzulhijah, jika barang dagangan sudah mencapai satu nishab (kurang lebih senilai 85 gram emas), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40. Dalam mengeluarkan zakat, yang wajib dizakati itu barang-barang yang diperjualbelikan, yaitu barang-barang yang bersangkutan dalam perdagangan tersebut. 

Terkait dengan permasalahan di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  ini mengenai usaha kerajinan kain Tenun. Selain dari penghasilan bersihnya, modal yang dimiliki oleh pelaku usaha juga harus dihitung. Itu saja yang dihitung apabila perniagaan seseorang sudah berumur satu tahun. Jika dalam perawatannya seseorang itu mempunyai toko, mesin, kendaraan untuk mengangkut barang-barang itu dan sebagainya, maka itu semua tidak termasuk yang dizakati, dan itu tidak perlu dihitung. Permasalahannya kini sudah jelas, kewajiban zakat itu tidak dibebankan kepada orang yang sudah punya pekerjaan mapan atau tidak, tapi pada orang-orang yang memiliki harta dengan syarat-syarat tersebut diatas. Berikut bagan yang menyajikan data pelaku usaha di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  :

Table 4.1

Data Para Muzaki Di Desa Troso 

	No
	Nama
	Mulai berusaha
	Modal
(000)
	Jumlah akhir
(000)
	Keuntungan bersih pertahun
(000)
	Zakatnya
(000)

	1
	Fadloli
	2010
	6,000
	119,700
	59,700
	1,492.5

	2
	H. Rukani
	2013
	7,000
	148,200
	64,200
	1,605

	3
	Mulyanto
	1998
	8,500
	171,000
	69,000
	1,725

	4
	Khamzawi
	1989
	11,500
	216,600
	78,600
	1,965

	5
	Miftah Nuril A
	2000
	13,000
	239,400
	83,400
	2,085

	6
	Nur Syahrul
	1999
	14,500
	262,200
	88,200
	2,205

	7
	Ibu Muhayatun
	1997
	16,000
	285,000
	93,000
	2,325

	8
	Lestari Indah
	2012
	17,500
	307,800
	97,800
	2,445

	9
	Tenundwijaya
	1993
	19,000
	330,600
	102,600
	2,565

	10
	Sinar Mulia Tenun Jepara
	2011
	20,500
	353,400
	107,400
	2,685


Berdasarkan data diatas, pelaku usaha Pengrajin kain Tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  65% sudah melaksanakan zakat. Zakat yang harus mereka keluarkan yaitu zakat perniagaan karena usaha mereka merupakan usaha perdagangan atau perniagaan. Berdasarkan realita pelaku usaha pengrajin kain Tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  sudah ada yang melaksanakan zakat, dan zakat yang ia keluarkan zakat perniagaan, hanya saja perhitungan mereka bukan berdasarkan aset (modal+ untung) melainkan berdasarkan keuntungan bersih mereka selama satu tahun.

Namun, sebagian yang lain pelaku pengrajin kain tenun ini ada 35% yang belum melaksanakan zakat. Berdasarkan pengakuan mereka, mereka belum melaksanakan zakat dikarenakan ketidaktahuan mereka akan kewajiban zakat dan cara penghitungannya.
 

Dalam menunaikan kewajiban zakat perniagaan, para pelaku pengrajin kain tenun yang ada di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  yang sudah melakukan zakat memakai ukuran 2,5% dari penghasilan bersih selama satu tahun. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada bapak Miftah Nuril Asror, Mulyanto, Pak Nur, Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun Lestari, Indah Tenun Dwijaya, Sinar Mulia Tenun Jepara 
 yang menjelaskan bahwa para Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% dari keuntungan bersihnya selama satu tahun. Nishab zakat perniagaan adalah 85 gram emas. Sekarang ini harga emas per gramnya kurang lebih Rp. 500.000,- . Apabila 85 gram emas diuangkan maka kurang lebih Rp. 42.500.000,- . 

Jadi pelaku pengrajin kain tenun wajib mengeluarkan zakat perniagaan apabila di akhir tahun mereka sudah memiliki aset sebesar Rp. 42.500.000,- dengan kadar zakatnya 2,5%. Dalam prakteknya juga ditemukan fakta bahwa sebagian pelaku usaha desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilakukan oleh bapak  Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun.

Dalam melaksanakn zakat pelaku pengrajin kain tenun  yang ada di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  ditemukan fakta juga bahwa sebagian masyarakat belum melaksanakan zakat perniagaan dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun. Padahal harta mereka sebagian besar sudah mencukupi haul dan nishab. Seperti yang diutarakan oleh Fadloli bahwa beliau masih kebingungan dalam menghitung zakat dari hasil Pelaku Pengrajin kain Tenun, sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar berupa pembangunan masjid dan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar yang pengangguran yaitu menjadi karyawannya dalam mengurus usaha ternaknya. Begitu juga dengan Miftah Nuril Asror Mulyanto, Pak Nur yang mengungkapkan bahwa mereka belum mengeleuarkan zakat dari hasil kerajinan kain Tenun mereka dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun. Pelaku usaha ini ketika memberikan sebagian hartanya kepada orang lain tidak memperhatikan waktunya. Sebagian mereka ada yang memberikannya setiap akhir bulan kepada pegawainya, ada pula yang tidak tentu waktunya, jadi sesuka hati para pelaku usaha tersebut.  Usaha pengerajin kain tenun, nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Apabila seseorang mempunyai usaha kerajinan kain tenun dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Teori di atas jelas bahwa pelaku pengrajin kain tenun  ini diqiyaskan dengan perdagangan, maka zakatnya juga mengikuti dengan zakat perdagangan atau perniagaan. Dalam melaksanakan zakatnya para pelaku usaha juga harus memenuhi syarat yang ada dalam zakat perniagaan meliputi nisab, haul, mustahik zakat, dan kadar berzakatnya. Praktek yang telah dilaksanakan oleh pelaku pengrajin kain tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  yaitu mereka menghitung nisab zakat berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun, bukan berdasarkan aset mereka. Para Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  melaksanakan zakat usahanya setiap satu tahun sekali. Pelaku usaha yang memulai usahanya di bulan syawal, maka mereka melaksanakan zakat usahanya bersamaan dengan zakat fitrah, namun dengan niat yang berbeda. Pelaku usaha yang memulai usahanya di awal tahun Hijriyyah mereka melaksanakan zakatnya juga di bulan Suro (Muharram).

Dari rincian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku pengrajin kain tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  sudah mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang lain, namun masih ada kekurangtepatan dalam menghitung nisab harta yang harus dikeluarkan zakatnya, jadi zakat yang mereka keluarkan akhirnya juga masih kurang tepat hitungannya. Pemaparan di atas merupakan pemaparan para pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat. sebagian dari mereka juga ada pula yang belum melaksanakan zakat. Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat mengakui bahwa mereka tidak begitu mengetahui tentang bagaimana cara menghitungnya dan berapa yang harus dikeluarkan, mereka yaitu Lestari Indah, Tenun Dwijaya, dan  Sinar Mulia Tenun . Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat usahanya bukan langsung lepas tanggung jawab atas hartanya. Mereka tetap mengeluarkan sebagian harta dari hasil Pelaku Pengrajin kain Tenunnya, namun tidak sesuai dengan anjuran Agama. Seperti yang dilaksanakan oleh bapak Nur Syahrul, penghasilan bersih beliau jika dihitung oleh penulis sudah mencapai nisab karena perbulan setiap pengrajin rata-rata bisa menghasilkan laba 75.00.000-8.000.000. Beliau sadar bahwa sebagian hartanya merupakan milik orang lain, namun karena beliau tidak mengetahui secara rinci bagaimana perhitungan dan kadar zakatnya maka beliau menyalurkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan juga untuk orang disekitar rumah yang beliau pekerjakan kemudian menggajinya. 

Selain bapak Nur Syahrul ada pula bapak Bapak Khamzawi. Hampir sama dengan bapak Nur Syahrul, beliau menyadari adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya kepada orang lain, namun beliau masih bingung zakat apa yang harus beliau keluarkan, sehingga beliau akhirnya mengeluarkan sebagian hartanya kepada tetangga sekitar rumah yang dirasa kurang mampu.

Dari ilustrasi di atas jelas bahwa ada pula Pelaku Pengrajin kain Tenun yang belum mengetahui usahanya ini merupakan usaha perniagaan yang mewajibkan pelaku usaha berzakat jika asetnya sudah mencapai nisab dan haulnya. Para pelaku usaha ini sudah sadar adanya kewajiban menyaluarkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak dan merekapun sudah melaksanakannya namun dengan cara mereka sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku pengrajin kain Tenun di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  yang belum melaksanakan zakat usahanya bukan karena tidak ada niat ataupun kemauan untuk melaksanakan zakat. mereka sudah ada kemauan untuk menyalurkan sebagian harta dari pelaku pengrajin kain Tenunnya namun karena kekurangtahuan mereka tentang zakat terutama zakat perniagaan yang menjadikan mereka kurang tepat dalam melaksanakan zakat untuk usahanya.

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, dan zakat merupakan pilar Islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi keterangan berdasarkan ijmak ulama. 

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. 

Zakat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi satu nishab. Berkaitan dengan zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun, zakat ini masuk kedalam zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini dapat berbentuk harta pasaran atau harta timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang setiap awal satu tahun, jika telah mencapai satu nishab. Berarti dia membayar zakatnya itu dihitung dengan dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjual belikan dengan niat berniaga. Tidak ada nash shahih yang secara tegas mewajibkan untuk menzakati harta seperti itu. Oleh karena itulah setelah meneliti alasan-alasan yang mewajibkan zakat, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang menyebabkan wajibnya zakat itu ada dua yaitu: Harta bisa berkembang. Contohnya seperti biji-bijian dan buah-buahan dan harta punya potensi untuk berkembang. Contohnya seperti emas, perak, dan binatang. Jika melihat harta dangangan itu punya potensi untuk berkembang, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati. 

Para ulama tafsir menyatakan bahwa dengan nash-nash umum ini syariat Islam memberikan peluang setiap harta yang memenuhi syarat zakat harus dikeluarkan zakatnya, walaupun di zaman Nabi Muhammad saw belum ada contoh konkret. Perlu diketahui bahwa perkembangan ekonomi berjalan begitu cepat dengan variasi yang sangat kompleks. Perdagangan misalnya, sekarang berkembang pada perdagangan saham, obligasi, dan surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lain sebagainya.

Semua harta tersebut, jelas terkena kewajiban zakat, dengan cara menganalogikan pada salah satu jenis zakat yang sudah diuraikan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu pertanian, perdagangan, emas-perak, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan (rikaz). 

Zakat pelaku pengrajin kain tenun  ini diqiyaskan dengan zakat perniagaan (tijarah) karena sejak awal diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam mengqiyaskan suatu perkara kita harus memenuhi rukun dan syarat qiyas, yaitu adanya al-ashl, al-far’u, hukum asl, dan illat. Dalam kasus ini yang menjadi al-ashlu yaitu zakat perniagaan yang sudah memepunyai hukum yang jelas dan terperinci di dalam Al-quran dan sunnah. Untuk al-far’u nya yaitu Pelaku Pengrajin kain Tenun  yang belum diterangkan dengan jelas oleh al-quran maupun hadits tentang hukumnya dan bagaimana cara melaksanakan zakatnya. Hukum ashl nya yaitu alquran menerangkan tentang cara melaksanakan zakat perniagaan yaitu satu tahun sekali biasanya dilakukan di akhir tahun, nisab zakat perniagaan yaitu 85% emas. Apabila pada akhir tahun aset pelaku usaha sudah mencapai 85% emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari asetnya. Sedangkan illat nya yaitu antara zakat perniagaan dengan Pelaku Pengrajin kain Tenun  sama-sama adanya modal, ada penjualan, dan juga ada laba/ rugi.

Pelaku pengrajin kain tenun  ini dari awal pelaksanaanya pelaku usaha di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  sudah berniat untuk membeli kemudian merawat dan nantinya akan dijual. Berbeda dengan zakat hewan ternak, hewan ternak disini tidak diniatkan untuk diperjual belikan, namun hewan ternak ini dipelihara dan dianakpinakkan hingga mencapai nisab. Setiap hewan ternak yang wajib dizakati sudah tertera dengan jelas dalam nash dan sudah ada ukuran minimalnya sendiri. Apabila jumlah hewan ternak tersebut sudah mencapai nisab maka tuannya wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk Pelaku Pengrajin kain Tenun  ini pengukuran nisabnya berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Maka Pelaku Pengrajin kain Tenun  ini dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan. 

Islam mengajurkan dalam melaksanakan zakat harus memenuhi ketentuan seperti rukun dan syarat. Rukun dari zakat tersebut jika diaplikasikan pada Pelaku Pengrajin kain Tenun  di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  adalah sebagai berikut :

1. Niat Pelaku usaha di desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  dalam melaksanakan zakat sudah melaksanakan niat dengan baiak. Ketika mereka melaksanakan zakat bersamaan dengan zakat fitrah, mereka dapat membedakan niatnya, yaitu niat zakat fitrah dan juga niat zakat mal. 

2. Adanya orang yang berzakat (muzakki) Orang yang berzakat dalam kasus ini yaitu para Pelaku Pengrajin kain Tenun itu sendiri. 

3. Adanya orang yang menerima zakat (mustahik).

Para Ulama mazhab Syafi’i berkata semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan karena mengamalkan surat at-Taubah ayat 60. Untuk masa sekarang umumnya di dunia ada 4 golongan yaitu fakir, miskin, gharim, ibnu sabil.

Praktek di lapangan pendistribusikan zakat para Pelaku Pengrajin kain Tenun yaitu dengan diberikan kepada amil zakat desa setempat dan ada pula yang memberikannya langsung kepada yang bersangkutan. Dari sampel yang penulis paparkan satu dari dua pelaku usaha yang sudah berzakat menyalurkan zakatnya kepada amil zakat di desa, yaitu yang dilaksanakan oleh bapak Nur, Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun, Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia Tenun Jepara. Sedangkan satu diantara & tersebut yaitu Ibu Mujiyati memaparkan bahwa beliau menyalurkan zakatnya langsung kepada yang bersangkutan yaitu kepada tetangga sekitar yang dianggap tidak mampu. Beliau langsung memberikan uang dengan niat zakat atas Pelaku Pengrajin kain Tenunnya. Melihat dari teori dan praktek yang dilaksanakan para Pelaku Pengrajin kain Tenun di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pendistribusian zakat pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat sudah memperhatikan sasaran zakatnya. 

4. Adanya barang atau harta yang dizakatkan, 

Dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara, harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pelaku usaha adalah hasil dari usaha mereka. Dari uraian di atas, maka penulis simpulkan bahwa rukun zakat pelaku pengrajin kain tenun  di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  telah terpenuhi. 

Zakat perdagangan atau perniagaan yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali adalah perdagangan yang bersifat rutinan. Pedagang rutin yaitu seorang yang menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan tidak menunggu waktu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Sedangkan untuk perdagangan yang bersifat spekulan tidaklah wajib berkali-kali setiap tahun, tetapi mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk satu tahun, sekalipun rumah atau tanah itu berada di tangannya bertahun-tahun. Hitungan tahun zakat adalah Qamariyyah bukan Syamsiyyah berdasarkan kesepakatan ulama. Dalam prakteknya sebagian pelaku usaha desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilaksanakan oleh bapak Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia,  Tenun Jepara. (Hasil wawancara dengan Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia, Tenun Jepara. 08.30-09.30/24/07/2018)

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nishab. Sebab tidak ada penyebab kewajiban zakat. Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada penyebab zakat yaitu nishab yang sempurna, maka mayoritas ulama mengatakan sebagai ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Sementara, pemilik harta itu telah memiliki nishab zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat. 

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha yang membayarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah itu boleh selama hartanya sudah mencapai nisabnya yaitu 85 gram emas. Pelaku usaha pengrajin Tenun Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  melaksanakan zakatnya ada yang bersamaan dengan zakat fitrah ada juga yang tidak bersamaan dengan zakat fitrah, dan mereka melaksanakannya di awal tahun Hijriyyah (Suro). 

Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia,  Tenun Jepara, memaparkan bahwa mereka memulai usahanya setelah lebaran, berarti pada bulan syawal, jadi mereka mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah. Mereka melakukan zakat dengan niat zakat yang berbeda yaitu niat zakat fitrah dan niat zakat mal. Pelaku usaha lain yang sudah melaksanakan zakat yaitu bapak Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun, menjelaskan bahwa mereka melaksanakan zakatnya pada awal tahun Hijriyyah yaitu pada bulan Suro (Muharram) . mereka mengakui bahwa memulai usahanya pada awal tahun Hijriyyah maka mereka mengeluarkan zakatnya juga pada awal tahun Hijriyyah juga. Dari teori yang tersaji dengan praktek yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku pengrajin kain tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara  sudah benar dalam menentukan haul. Mereka melaksanakan zakat setiap satu tahun sekali dengan kadar 2,5%. 

Akan tetapi terkait dengan syarat Nishab pada zakat usaha pengrajin kain Tenun di Desa Troso  Kecamatan Pecangaan  Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut : nisab merupakan batas minimal suatu barang yang harus dikeluarkan zakatnya, dan menghitung nialainya pada akhir tahun. Alasan kewajiban zakat usaha pengrajin kain tenun adalah pertambahan, setiap harta yang bertambah, maka wajib zakat, seperti hewan ternak, pertanian, dan uang. Sedangkan harta konsumsi pribadi, dikategorikan sebagai harta tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Dan perusahaan adalah jenis kekayaan yang paling besar perkembangannya di zaman sekarang ini, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha pengrajin kain tenun dihitung berdasarkan aset usaha pada akhir tahun (tutup buku) bila memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. 

Setiap umat muslim yang sudah mampu dan mempunyai harta lebih dalam satu tahun maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari asetnya (modal dan keuntungan). Ukuran nisab untuk zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Sekarang ini satu gram emas sendiri kurang lebih Rp. 500.000,- jadi nisab zakat perniagaan yaitu Rp. 42.500.000,- . Setiap pelaku usaha yang asetnya sudah mencapai satu nishab wajib mengeluarkan 2,5% nya, dan biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Zakat tersebut dapat dikeluarkan jika pendapatan sudah mencapai kurang lebih Rp.42.500.000 yang dikalkulasi dalam kurun waktu satu tahun. Jika modal itu sendiri maka dihitung semua akan tetapi jika modal itu hutang maka dihitung hasilnya saja. Pelaku usaha di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan zakat usahanya hanya dengan hitungan keuntungan bersihnya saja selama satu tahun tanpa menyertakan modalnya. 

Contoh saja bapak Nur yang memiliki 12 Karyawan, perbulan beliau memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 700.000,00, selama satu tahun beliau menjual  sampai 8 kali jadi kurang lebih keuntungan bersihnya yaitu Rp. 56.000.000 . Dari keuntungan bersih tersebut beliau mengambil 2,5% nya untuk berzakat. Dari pemaparan di atas beliau hanya mengambil zakat dari keuntunganya saja tanpa menyertakan modalnya. Pelaku usaha lain yang juga melakukan zakat juga memiliki perhitungan seperti itu. 

Begitu pula yang dilaksankan oleh bapak Nur Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun, Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia,  Tenun Jepara. Berdasarkan teori yang dipaparkan penulis tentang nisab zakat perniagaan dengan praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat usaha pengrajin kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tentang perhitungan nisab, menurut penulis adalah tidak benar karena yang mereka hitung bukan berdasarkan aset melainkan berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Apabila keuntungannya sudah mencapai 85 gram emas maka mereka akan melaksanakan zakat dan memberikan 2,5% dari keuntungan bersihnya kepada orang lain. Kadar zakat yang dikeluarkan sudah benar 2,5% karena mengacu pada zakat perniagaan namun hasil akhirnya yang dikeluarkan tetap salah perhitungannya dikarenakan perhitungan nishabnya juga salah. 

Dari uraian syarat zakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua syarat di atas sudah terpenuhi, namun ada satu syarat yang masih belum bisa terpenuhi yaitu nisab. Pelaku usaha pengrajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum benar dalam menentukan nisabnya.

Simpulan 

Berdasarkan pada paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha pengerajin kain tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ditemukan adanya pelaksanaan zakat yang kurang tepat. Nisab usaha pengrajin kain tenun dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berdagang dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hasil penelitian penulis tentang cara menghitung nisab yaitu pelaku usaha pengarajin kain tenun di desa Troso menghitung nisab usaha mereka berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Menurut hukum Islam nisab zakat perniagaan dihitung berdasarkan aset yaitu keuntungan + modal. 

Di samping itu, dari uraian di atas pelaksanaan zakat para pelaku usaha pengrajin kain tenun  yang sudah melaksanakan zakat masih kurang sesuai dengan Hukum Islam karena adanya kesalahan perhitungan nisab, dan salah perhitungan nisab ini menyebabkan zakat yang mereka keluarkan juga kurang sesuai.
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